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oA PR
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 190 /PMK.07 /2021

TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8§)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu

menetapkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang

1.

Pengelolaan Dana Desa;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6735);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik



Menetapkan
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMEK.07/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya
disingkat TKDD adalah bagian dari belanja negara yang
dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja
negara kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada
daerah dan desa.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi
atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi
Daerah kota.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan

persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang
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dibagi secara proporsional kepada setiap Desa
berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada
Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada
Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung
berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat
kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya
disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat
kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat
kemahalan harga prasarana fisik secara relatif
antarDaerah.

Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya
disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan
variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi
infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana
yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan
Dana Desa.

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat PA BUN adalah Menteri Keuangan
selaku pejabat yang diberikan tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung
jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari
bagian anggaran bendahara umum negara.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang

selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran
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yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran
kementerian negara/lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja
pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat
maupun kantor Daerah atau satuan kerja di
kementerian  negara/lembaga yang memperoleh
penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran
yang berasal dari BA BUN.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA
BUN.

Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara
Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana
Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN
yang memuat rincian kebutuhan Dana Desa tahunan
yang disusun oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer
Umum.

Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya
disingkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan
anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari bendahara umum negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum
negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

.
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tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
bendahara umum negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali
kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah
dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank
yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa
yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum
yang ditetapkan.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat
penguji surat perintah membayar untuk mencairkan
dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan
anggaran.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN
selaku kuasa bendahara umum negara untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan

Surat Perintah Membayar.
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Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut
BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga
miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

i S

0

(1)

penganggaran;

pengalokasian,

penyaluran;

penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
penggunaan;

pemantauan dan evaluasi; dan

sanksi.

BAB I
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 3
Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri
Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan
TKDD menetapkan:
a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD;
b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN
Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan
c. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa.
Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan ditetapkan sebagai Koordinator KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya
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meliputi Daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana

Desa.

Dalam hal KPA BUN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berhalangan tetap, Menteri Keuangan

menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN

Pengelolaan Dana Transfer Umum.

Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk

Pejabat Pelaksana Tugas Kepala KPPN sebagai pelaksana

tugas KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan

Dana Desa.

KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi

Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas dan fungsi

sebagai berikut:

a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat
penandatangan surat perintah membayar;

b. melakukan verifikasi atas kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa;

c. melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui
pemotongan Dana Desa setiap Daerah
kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke Desa,;

d. menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana
Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui
Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa;

e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN
Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana
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Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran
Dana Desa sampai dengan akhir tahun kepada
Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa; dan

g, melakukan pengisian dan menyampaikan capaian
kinerja penyaluran Dana Desa melalui aplikasi
sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu
bendahara umum negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) huruf ¢ menggunakan aplikasi yang disediakan
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(9) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf f dan proyeksi penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf g merupakan satu kesatuan dengan
laporan keuangan dan proyeksi penyaluran dana alokasi
khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik.

(10) Koordinator KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. menyampaikan konsolidasi laporan realisasi
penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan
TKDD;

b. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan
keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA
BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa sampai
dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi
laporan dari KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi cash planning

information network.
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BAB 1II
PENGANGGARAN

Pasal 4
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA
BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan
Dana Desa.
Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:
a. persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan,

b. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan
c. kemampuan keuangan negara.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Desa
sebagaimana dimaks'id pada ayat (1) kepada Direktorat
Jenderal Anggaran pealing lambat bulan Maret.
Penyusunan dan oJenyampaian Indikasi Kebutuhan
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan
penetapan alokasi anggaran BA BUN, dan pengesahan
DIPA BUN.

1

Pasal 5
Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar penganggaran,
penyusunan arah Kebijakan, dan pengalokasian Dana
Desa dalam nota keuangan dan rancangan Undang-
Undang mengenai APBN.
Penganggaran, arah kebijakan, dan pengalokasian Dana
Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan
Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah

dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
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BAB IV
PENGALOKASIAN

Pasal 6
Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan
rincian Dana Desa setiap Desa.
Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan

Alokasi Formula.

Pasal 7

Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh

lima persen) dari anggaran Dana Desa secara

proporsional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan
klaster jumlah penduduk.

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan:

a. Rp415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta
sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi
Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100
(seratus) jiwa;

b. Rp478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan
juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi
Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu)
sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;

c. Rp540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta
tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa
dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu)
sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;

d. Rp603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus

tujuh belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah
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penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai
dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;

e. Rp665.508.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta
lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan
jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai
dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

f. Rp727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta
sembilan ratus ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah
penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan
10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

g. Rp790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta
dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi
Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000
(sepuluh ribu) jiwa.

Kementerian Keuangan c¢.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan menetapkan rincian alokasi

Dasar per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 8
Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen)
dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional
kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan

menggunakan rumus:

AA Desa = (0,01 x DD) / {(2 x DST) + (1 x DT);
Keterangan:
AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki

jumlah penduduk miskin tinggi
Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung



(4)

(6)

(7)

~i8<

sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal

yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung

sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan:

a. Rp119.423.000,00 (seratus sembilan belas juta
empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Desa
tertinggal; dan

b. Rp238.847.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta
delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk
Desa sangat tertinggal.

Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa

tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada

kelompok Desa pada desil ke 7 (tujuh), 8 (delapan), 9

(sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan.

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi

Afirmasi per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 9

Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen)
dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan
kinerja terbaik.
Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara
proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap
kabupaten/kota, dengan ketentuan:
a. 17% (tujuh belas persen) untuk kabupaten/kota

dengan jumlah Desa 1 (satu) sampai dengan 51 (lima

puluh satu) Desa;
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b. 16% (enam belas persen) untuk kabupaten/kota
dengan jumlah Desa 52 (lima puluh dua) sampai
dengan 100 (seratus) Desa,

c. 15% (lima belas persen) untuk kabupaten/kota
dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai
dengan 400 (empat ratus) Desa;

d. 14% (empat belas persen) untuk kabupaten/kota
dengan jumlah Desa 401 (empat ratus satu) sampai
dengan 500 (lima ratus) Desa; dan

e. 13% (tiga belas persen) untuk kabupaten/kota
dengan jumlah Desa lebih dari 500 (lima ratus satu)
Desa.

Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria

kinerja.

Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas:

a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;

b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan

c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun
anggaran 2020.

Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b, dikecualikan untuk Desa berstatus
berkembang, maju, atau mandiri pada kabupaten/kota
yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang,
maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah desa calon
penerima Alokasi Kinerja.

Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf c, dikecualikan untuk Desa yang melaksanakan

BLT Desa pada tahun anggaran 2020 pada daerah

kabupaten/kota  memiliki jumlah  Desa  yang

melaksanakan BLT Desa lebih sedikit dari jumlah Desa
calon penerima Alokasi Kinerja.

Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
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(8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot,

yaitu:

a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua

puluh persen), terdiri atas:

L

perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap
total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima

puluh persen); dan

. rasio belanja bidang pembangunan dan

pemberdayaan terhadap total belanja bidang
APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);

b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh

persen), terdiri atas:

L.

persentase kesesuaian bidang pembangunan dan
pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa
terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima

puluh lima persen); dan

2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa

secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh

lima persen);

c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua

puluh lima persen), terdiri atas:

I

persentase realisasi penyerapan Dana Desa

dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan

bobot 50% (lima puluh persen); dan

d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35%

(tiga puluh lima persen), terdiri atas:

1.

perubahan skor indeks Desa membangun dengan
bobot 30% (tiga puluh persen);

perubahan status Desa indeks Desa membangun
dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

status Desa indeks Desa membangun terakhir

dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan

bobot 30% (tiga puluh persen).
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(9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:

1.

penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes
tahun anggaran 2021 secara tepat waktu;
keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana
pembangunan jangka menengah Desa tahun
anggaran 2021;

keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana
kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun
anggaran 2021;

keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa
pada tahun anggaran 2021,

alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan
tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan
badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30%
(tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun
anggaran 2020; dan/atau

ketersediaan infografis atau media informasi

lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2020;

b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:

1s

persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana
Desa tahun anggaran 2020;

persentase belanja untuk peningkatan kualitas
hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa
tahun anggaran 2020,

persentase belanja atau pembiayaan untuk
penyertaan modal pada badan usaha milik Desa
terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
persentase belanja untuk penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diluar dari
BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran
2020;

. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa

terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
persentase belanja untuk penanganan stunting

terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
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(11)

(12)
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7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan
hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran
2020; dan/atau

8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan
komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran
2020;

c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:

1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang
dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana
Desa tahun anggaran 2020; dan/atau

2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
tahun anggaran 2020; dan

d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:

1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun
anggaran 2020;

2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk
pendapatan asli Desa pada APBDes tahun
anggaran 2020;

3. status Desa yang stop buang air besar
sembarangan pada tahun anggaran 2020;
dan/atau

4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021.

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja
Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan kriteria kinerja berupa
indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
Kabupaten/kota dapat melakukan penilaian kinerja
Desa dengan menggunakan kriteria kinerja berupa
indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(9).

Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota
dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) ditetapkan paling tinggi 25%
(dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa,

dengan ketentuan:
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a. kabupaten/kota yang menggunakan indikator
tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15%
(lima belas persen);

b. kabupaten/kota yang menggunakan indikator
tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10
(sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar
20% (dua puluh persen); dan

c. kabupaten/kota yang menggunakan indikator
tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan
bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (11)

disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling

lambat tanggal 5 November.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan

penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa oleh

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) dan hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan

oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(13).

Penilaian kinerja Desa dilakukan sepenuhnya oleh

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan, dalam hal:

a. kabupaten/kota tidak melakukan atau tidak
menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa;

b. hasil penilaian oleh kabupaten/kota diterima oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah
tanggal 5 November;

c. skor hasil penilaian oleh kabupaten/kota terdapat
nilai kurang dari 0 (nol) atau lebih besar dari 100
(seratus); atau

d. hasil penilaian oleh kabupaten/kota tidak sesuai

dengan standar penilaian dalam kertas kerja.
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(16) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

(1)

(3)

Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi

Kinerja per Desa setiap kabupaten /kota.

Pasal 10

Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh

persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan

indikator:

a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh
persen);

b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat
puluh persen);

c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh
persen); dan

d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat
puluh persen).

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan

rumus:

AF Desa = {(0,10 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,10 x Z3) +
(0,40 x Z4)} x AF

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap
Desa terhadap total penduduk miskin
Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa

z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

AF = Alokasi Formula nasional

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-
masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa

dan IKG Desa.
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Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari
data jumlah penduduk yang digunakan dalam
pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022,
dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin
Desa menjadi sebesar jumlah penduduk yang digunakan
dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022.
Dalam hal terdapat data luas wilayah Desa melebihi 999
km? (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer
persegi), dilakukan penyesuaian data luas wilayah Desa
menjadi sebesar 999 km? (sembilan ratus sembilan
puluh sembilan kilometer persegi).

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi

Formula per Desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 11
Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi
Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk
setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi
Afirmasi, dan Alokasi Kinerja dialihkan untuk
menambah Alokasi Formula.
Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap
Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi
Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana

Desa terkecil.

Pasal 12

Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan
penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi
Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.

Alokasi Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota
dihitung berdasarkan penjumlahan alokasi Dana Desa
setiap Desa pada Daerah kabupaten/kota bersangkutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(2)

(3)

A

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi
alokasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 13

Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan

Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan:

a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta
data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian
Dalam Negeri;

b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal bersumber dari data indeks Desa
membangun yang diterbitkan oleh Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data
jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari
Kementerian Sosial; dan

d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan
IKK Daerah kabupaten/kota dan data luas wilayah
Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan paling lambat bulan September.

Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data

tidak memadai, penghitungan rincian Dana Desa setiap

Desa dapat menggunakan:

a. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun
sebelumnya;

b. rata-rata data Desa dalam satu kecamatan dimana
Desa tersebut berada;

c. data hasil pembahasan dengan kementerian

negara/lembaga yang berwenang; dan/atau



(4)

(5)

(1)

(2)

(4)

(5)

-9 -

d. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun
sebelumnya dengan penyesuaian.

Hasil pembahasan dengan kementerian negara /lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dilakukan
melalui rekonsiliasi data dengan kementerian
negara/lembaga dan dituangkan dalam berita acara
rekonsiliasi.

Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN.

BAB V
PENYALURAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Paragraf 1
DIPA

Pasal 14
KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun
RKA BUN Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN.
RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh KPA BUN Pengelolaan Dana
Transfer Umum  kepada Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan untuk direviu.
RKA BUN Dana Desa yang telah direviu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu
dasar penyusunan RDP BUN TKDD.
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan RDP
BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran

untuk dilakukan penelaahan.
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(1)

B

Hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) berupa daftar hasil penelaahan
RDP BUN TKDD.

KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun
DIPA BUN Dana Desa berdasarkan RDP BUN TKDD yang
telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN TKDD
kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri
Keuangan mengesahkan DIPA BUN Dana Desa
berdasarkan hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan
DIPA Petikan BUN Dana Desa kepada KPA Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) digunakan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan

dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.

Pasal 15
KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dapat
menyusun perubahan DIPA BUN Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9).
Penyusunan perubahan DIPA BUN Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai

tata cara revisi anggaran.



(1)

(3)

(1)
(2)

(4)

-24 -

Paragraf 2
SPP, SPM, dan SP2D

Pasal 16
Pejabat pembuat komitmen menggunakan DIPA Petikan
BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (10) sebagai dasar penerbitan SPP.
SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
oleh pejabat penandatangan SPM sebagai dasar
penerbitan SPM.
SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar penerbitan SP2D.

Bagian Kedua

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 17

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap

Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota

dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke

RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa

dari bupati/wali kota.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan

ketentuan:

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari
dan paling lambat bulan Juni;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan

paling lambat bulan Agustus; dan
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c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan

dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari
dan paling lambat bulan Juni; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.

Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan

Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari

besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan
dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun
anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60%

(enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus

Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana

Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19).

Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (9

merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan

setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

dalam indeks Desa membangun.

Pasal 18
Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

menerima dokumen persyaratan penyaluran dari

¢
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bupati/wali kota secara lengkap dan benar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dengan Ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa,;

b. tahap II berupa:

[

laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan

. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling rendah sebesar
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap
[ yang telah disalurkan; dan

c. tahap III berupa:

1

laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang
telah disalurkan; dan

laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat

Desa tahun anggaran 2021.

Penerimaan dokumen  penyaluran  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a.

tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum

bulan Juni berakhir;

tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum

bulan Agustus berakhir; dan
tahap I1I mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir

tahun sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa

mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana

1
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Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota
secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (5), dengan ketentuan:
a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021,

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling rendah sebesar
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap
I yang telah disalurkan; dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran 2021.

Penerimaan dokumen  penyaluran  sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:

a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
bulan Juni berakhir; dan

b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir
tahun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran

2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) hurutf b

ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan

kedua belas tahun anggaran 2021.

Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang

melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran

2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, dan

.
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ayat (5) ditambahkan perekaman realisasi pembayaran
tambahan BLT Desa.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen
persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau
keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi
untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima
manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat
penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan
bupati/wali kota mengenai rincian Dana Desa setiap
Desa.

Bupati/wali kota bertanggung jawab untuk menerbitkan
surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3)
huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib
disampaikan pada saat penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran tahap [ pertama kali disertai
dengan daftar RKD.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf
b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf ¢ angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2
disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data,
bupati/wali kota menyampaikan permintaan perubahan

tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi

1
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Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan
pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank
umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank
Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross
settlement sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (13), Dbupati/wali kota
menyampaikan perubahan RKD kepada KPA Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

Tata cara dan penyampaian perubahan RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan mengenai pengelolaan data supplier dan
data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan
anggaran negara.

Dokumen  persyaratan penyaluran  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan
surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh
pimpinan  organisasi  perangkat Daerah  yang
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan
Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah
yang menyelenggarakan  urusan  pemberdayaan
masyarakat Desa.

Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (16) ditunjuk oleh bupati/wali kota.
Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat
(16) disampaikan dalam bentuk dokumen digital
(softcopy).

Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi online

y
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monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran

negara.

Pasal 19
Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk
Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan
ketentuan:
a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan ketiga:

1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau Pasal 18 ayat
(3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;

2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima
manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12
(dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa
untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei
2022;

3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran
atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;

4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau
keputusan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat
bulan Januari 2022; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai
dengan bulan kedua belas dilakukan oleh
bupati/wali kota setelah melakukan penandaan
pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap
bulannya, dengan ketentuan:

1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat
sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah
bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu

sampai dengan bulan ketiga;
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2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat
sampai dengan bulan keenam diajukan paling
cepat bulan April 2022;

3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai
dengan bulan kesembilan disalurkan setelah
bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat
sampai dengan bulan keenam,;

4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling
cepat bulan Juli 2022.

5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh
sampai dengan bulan kedua belas disalurkan
setelah bupati/wali kota melakukan pereckaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan
ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan

6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan
kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas
diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.

Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan
kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa
layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui aplikasi online monitoring sistem
perbendaharaan dan anggaran negara.

Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan
diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam
aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan
anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap
bulannya.

Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan
dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sepanjang
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telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan
kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling
lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran

Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 20

Bupati/wali kota bertanggung jawab atas:

a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana

(1)

Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap
tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
dan

kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 21
Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, secara
lengkap dan benar dengan ketentuan:
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian

keluaran menunjukkan paling rendah sebesar

q
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35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa
tahap I yang telah disalurkan; dan
c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang
telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran 2021.

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota secara
lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;

dan

b. tahap Il berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling rendah sebesar
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap
I yang telah disalurkan; dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran 2021.

Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran
2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi
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pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan kedua belas.

Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang
melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran
2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan
ayat (3) ditambahkan data realisasi pembayaran
tambahan BLT Desa.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan
dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa
atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat
calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak
mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada
keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan
karena terdapat penurunan pagu Dana Desa
berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai
rincian Dana Desa setiap Desa.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf ¢ angka 1 serta ayat (2)
huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan
setiap Desa.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf ¢ angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala
Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel
referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan

pemutakhiran.
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Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh

Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 22

Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk

Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan

ketentuan:

a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu

sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah

kepala Desa menyampaikan:

L
2.

peraturan Desa mengenai APBDes;

data jumlah keluarga penerima manfaat bulan
kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan
untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan

. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala

Desa mengenai penetapan keluarga penerima

manfaat BLT Desa,

kepada bupati/wali kota; dan

b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan

keempat sampai dengan bulan kedua belas

dilaksanakan dengan ketentuan:

1.

penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
keempat sampai dengan bulan keenam
dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan ketiga;

penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
ketujuh sampai dengan bulan kesembilan
dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan

keempat sampai dengan bulan keenam; dan

. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan

kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas

>
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dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan
ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan
bulan kedua belas kepada bupati/wali kota paling
lambat tanggal 16 Desember 2022.
Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan
hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu
penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari
kerja berikutnya.
Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa
bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun
anggaran 2023.
Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak diperbolehkan

untuk menambah persyaratan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sampai

dengan ayat (5) dan Pasal 22 ayat (1).

(1)

Pasal 24
Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan:
a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan

ayat (3); dan
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b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa
tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun

anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota

kepada Desa

Pasal 25
Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan

menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 26
Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2).
Pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pejabat penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.
Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang

.
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sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
kepala Desa menyampaikan lembar Kkonfirmasi
penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada
bupati/wali kota.

Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D
penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa
kepada bupati/wali kota ke RKD melalui aplikasi online
monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran
negara.

Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

Tingkat Pemerintah

Pasal 27

Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana
Desa, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan
Dana Desa menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d kepada
Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem
perbendaharaan dan anggaran negara.

Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan konsolidasi laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) huruf a dan huruf b

|
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kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
melalui aplikasi online monitoring sistem

perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 28

Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN

TKDD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun

laporan keuangan TKDD sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan

pelaporan TKDD.

Laporan keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan

Dana Desa.

Laporan keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu

Bendahara Umum  Negara  Pengelolaan TKDD

menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

Untuk penatausahaan, akuntansi, dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan

menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan

TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi

Khusus Fisik dan Dana Desa, dengan ketentuan:

a. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa disusun setelah
dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran
transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam
rangka penyusunan laporan keuangan; dan

b. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa disampaikan
secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelolaan
TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana

7
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Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sesuai dengan
jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
tata cara penyusunan dan penyampaian laporan
keuangan BUN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan

penyampaian laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKDD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

tingkat Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi

Khusus Fisik dan Dana Desa dengan ketentuan:

a. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana
Desa disusun setelah dilakukan penyampaian data
elektronik akrual transaksi Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi
anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi
terintegrasi; dan

b. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana
Desa disampaikan kepada PPA BUN Pengelolaan
TKDD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan
keuangan yang diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara dan
penyampaian laporan keuangan BUN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data

elektronik akrual transaksi Dana Alokasi Khusus Fisik

dan Dana Desa selain transaksi realisasi anggaran
transfer, penyusunan dan penyampaian laporan
keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran Dana

Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana

N
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dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 29
Dalam rangka pelaporan kinerja penyaluran Dana Desa, KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja
Dana Desa melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi
kinerja terpadu bendahara umum negara paling lambat

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 30
Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi
anggaran TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
dan Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi
atas penyaluran Dana Desa dengan KPA Penyaluran Dana

Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

Tingkat Pemerintah Daerah

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan
Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN.

(2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban,
dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota melakukan pencatatan pendapatan dan
belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian
SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi online

monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara

1

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7).
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Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan
daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari
aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan
anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (7).

BAB VII
PENGGUNAAN

Pasal 32

Pemerintah Desa  wajib menganggarkan  dan
melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari
Dana Desa untuk:

a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;

b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
c. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) di Desa.

Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai
kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian

APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 33

BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat

yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili
di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk
keluarga miskin yang termasuk dalam kategori
kemiskinan ekstrem;

b. kehilangan mata pencaharian,

c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit

menahun/kronis;
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d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial
lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari
APBD dan/atau dari APBN;

e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima
bantuan; atau

f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal
lanjut usia.

Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani,

BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian

pupuk.

Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan

kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang

memuat:

a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;

b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan
jenis kelompok pekerjaan; dan

c. jumlah keluarga penerima manfaat.

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan
kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima

manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat

dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara
sekaligus.

Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai

dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan

BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan

BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas

menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT

[

Desa setiap bulan.
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Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan
kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh
lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT
Desa bulan kesatu.

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal
dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima
manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga

penerima manfaat yang baru.

(10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima

(1)

(2)

(2)

manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan
dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam

peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

Pasal 34
Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan
pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (1) huruf b dalam APBDes.
Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan
ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan

karakteristik dan potensi Desa.

Pasal 35
Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), memiliki fungsi:
a. pencegahan;
b. penanganan;
c. pembinaan; dan
d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.
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Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro
di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur dan bupati/wali kota penerima Dana Desa
mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) yang didanai dari Dana Desa.

Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian
anggaran dukungan pendanaan penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) huruf ¢, dengan memperhatikan
tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
yang ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan
setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan
pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk

mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

Pasal 36

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 sampai dengan Pasal 35 berpedoman pada ketentuan yang

ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

(1)

Pasal 37
Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa
berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh
bupati/wali kota.
Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan

sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan

'-Z.
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lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat

Desa setempat.

Pasal 38

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa.

KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa

oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 39
Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana
Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
Pemantauan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau KPPN,
terhadap:
a. penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa;
c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan
stunting tingkat Desa; dan
d. sisa Dana Desa di RKUD dan/atau RKD.

Pasal 40

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke
RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

q
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ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memastikan penyaluran

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1)

(2)

(1)

Pasal 41

Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi
penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, dan
laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf c
dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berjalan.

Dalam hal bupati/wali kota terlambat dan/atau tidak
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat
berkoordinasi dan meminta kepada bupati/wali kota
untuk melakukan percepatan penyampaian laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dilakukan untuk

mengetahui:

a. besaran sisa Dana Desa di RKD hasil rekonsiliasi sisa
Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan
2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui
perhitungan penyaluran Dana Desa tahap III atau
penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus
Desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa,;

b. besaran sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
2019 yang belum selesai diperhitungkan pada
penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran
Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa
Mandiri sampai dengan tahun anggaran 2021 setelah
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
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c. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2020 di
RKD yang belum selesai diperhitungkan pada
penyaluran Dana Desa tahap IIl atau penyaluran
Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa
mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;

d. besaran sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi
sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan
2019 yang belum selesai diperhitungkan melalui
pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi
hasil tahun anggaran 2021,

e. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di
RKD; dan

f. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di
RKD.

Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2020 di RKD

yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran

Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus

Desa mandiri tahun anggaran 2021 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan dalam

penyaluran Dana Desa tahap Il dan/atau tahap III tahun

anggaran 2022.

Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, diperhitungkan melalui pemotongan dana

alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran

2022.

Pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi

hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan  yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Dalam hal penyelesaian sisa Dana Desa di RKUD melalui

pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi

hasil tahun anggaran 2022 tidak mencukupi,
penyelesaian sisa Dana Desa dimaksud diperhitungkan
pada penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana

bagi hasil tahun anggaran 2023.
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Sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh
kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati/wali
kota pada aplikasi online monitoring sistem
perbendaharaan dan anggaran negara.

Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan
perekaman oleh bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, sisa Dana
Desa tahun anggaran 2021 di RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan pada
penyaluran Dana Desa tahap Il dan /atau tahap III tahun
anggaran 2022.

Dalam hal Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) tidak
mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada
penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun
anggaran 2023.

Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat
dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh
kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati/wali
kota pada aplikasi online monitoring sistem

perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 43

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(6) dan ayat (7) dikecualikan bagi Desa yang mengalami
bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau
seluruh:
a. Dana Desa;
b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana

Desa; dan/atau

c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.
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Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah
ditarik dari RKD.
Bupati/wali kota menandai Desa yang mengalami
bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
melakukan perekaman nilai Dana Desa yang hilang atau
tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana
alam pada aplikasi online monitoring sistem
perbendaharaan dan anggaran negara.

Bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan

pengecualian perhitungan sisa Dana Desa kepada KPA

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

yang paling kurang memuat:

a. nama dan kode Desa;

b. peristiwa bencana alam yang dialami;

c. waktu kejadian; dan

d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri

dokumen berupa:

a. daftar Desa hasil penandaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) hasil cetakan dari aplikasi online
monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran
negara yang ditandatangani oleh bupati/wali kota;
dan

b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang
ditandatangani oleh kepala Desa.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat

(6) disampaikan melalui aplikasi online monitoring

sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana

Desa meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) telah sesuai, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
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Fisik dan Dana Desa menerima permintaan
pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) tidak sesuai, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa menolak permintaan pengecualian
perhitungan sisa Dana Desa.

Kebenaran atas Desa yang mengalami bencana alam dan
nilai kerugian atas Dana Desa merupakan tanggung
jawab dari bupati/wali kota.

Bupati/wali kota mengajukan surat permohonan
pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) paling lambat sebelum
pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II.

Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa
tahap II, permohonan pengecualian perhitungan sisa
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak
dapat diajukan.

Pasal 44

Dalam hal KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah

menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (9) dengan

lengkap dan benar, Desa tersebut dikecualikan dari

perhitungan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7).

Pasal 45

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2).
Pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dilakukan
terhadap:
a. penyaluran Dana Desa yang dilakukan oleh KPA

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana

Desa;

T
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b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32; dan

c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa.

(3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan
koordinasi dengan gubernur/bupati/wali kota.

(4) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menyusun laporan hasil pemantauan
dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Koordinator
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana
Desa.

(6) Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa menyampaikan laporan hasil
pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 46
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa; dan

b. laporan pencegahan konvergensi stunting tingkat Desa.

Pasal 47

(1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 huruf a dilakukan untuk mengetahui
besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian
keluaran Dana Desa.

(2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Kepala

'
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KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi

kepada bupati/wali kota.

Pasal 48

Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi
atas:

penyaluran Dana Desa;

prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32;
c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota
dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau
melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam
laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam
aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan
anggaran negara.
Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa,
bupati/wali kota dapat meminta inspektorat daerah

untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 49

Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan
penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai
tersangka; atau

b. Desa mengalami permasalahan administrasi,
ketidakjelasan status hukum, dan/atau status
keberadaan Desa,

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran

!
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Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan
dan/atau tahun anggaran berikutnya.
Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas proses
perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang
melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau
perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka,
bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan
penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan:
a. surat permohonan dari bupati/wali  kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
b. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga
terkait dan/atau bupati/wali kota atas
permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.
Penghentian  penyaluran Dana  nonBLT  Desa
berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat
rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait
dan/atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa
nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud
diterima.
Dalam hal surat permohonan dari bupati/wali kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima
setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II
untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran
berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT

Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.
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Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan dan bupati/wali kota atau kementerian
negara/lembaga terkait.

Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat
disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 50
Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a,
berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun
anggaran berikutnya setelah periode penghentian
penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima
surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran
Dana Desa dari bupati/wali kota paling lambat tanggal
15 Juni tahun anggaran berjalan.
Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum
tersangka, pemulihan status hukum tersangka,
dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b,
dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat
rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana
Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau
bupati/wali kota paling lambat tanggal 15 Juni tahun

anggaran berjalan.

|
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Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni
tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk
tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk
Desa tersebut telah dialokasikan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan
surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari
kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan
penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan
bupati/wali kota atau kementerian negara/lembaga

terkait.

Pasal 51
Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan:
a. BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun
anggaran 2021; dan/atau
b. tambahan BLT Desa untuk 35 (tiga puluh lima)
kabupaten prioritas tahun anggaran 2021,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50%
(lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II
tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa.
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil
musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak
terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak
mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada
keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan
karena terdapat penurunan pagu Dana Desa
berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai

rincian Dana Desa setiap Desa.

.
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Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau
pejabat yang ditunjuk.

Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh
bupati/wali kota kepada kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
melalui aplikasi online monitoring sistem
perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat
penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.
Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran
tambahan BLT Desa didanai dari APBD dibuktikan
dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah
kabupaten/kota yang memuat daftar nama Desa yang
sisa Dana Desanya tidak mencukupi untuk membayar
tambahan BLT Desa.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh bupati/wali kota.

Pasal 52

Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a,
selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa
yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana
Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak
disalurkan ke RKD.

Bupati/wali kota melakukan penghitungan besaran

selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah

1
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melakukan perekaman jumlah keluarga penerima

manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

huruf a angka 2.

Bupati/wali kota memberitahukan hasil penghitungan

besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang dihasilkan melalui aplikasi online monitoring

sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada

kepala Desa.

Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana

Desa antarDesa dalam wilayah kabupaten/kota

bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam

rangka mendukung:

a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;

b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;

c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani;
dan/atau

d. kegiatan prioritas lainnya.

Realokasi Dana Desa antarDesa dalam rangka

mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditunjukkan dengan

dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah

rapat.

Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana

Desa antarDesa sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri

Keuangan menyampaikan data total Dana Desa se-

kabupaten/kota yang tidak disalurkan ke RKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kkepada

bupati/wali kota.

Berdasarkan data total Dana Desa se-kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupati/wali kota

melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk

setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.

Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka

]
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mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan
menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(6).

Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan
penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan
dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap
Desa yang dilakukan oleh bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dan/atau hasil penghitungan
yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama
Menteri Keuangan.

Penctapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (12) dapat berupa penambahan
atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.

Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total
Dana Desa se-kabupaten/kota yang tidak disalurkan ke
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa
Dana Desa di RKUN.

Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke
RKD.
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Pasal 53

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT
Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50%
(lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap 1
tahun anggaran 2023.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan

penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54
Bupati/wali kota melakukan pengecekan data jumlah
Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengecekan data
jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja
terakhir bulan Juli.
Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit
dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat
menggunakan data jumlah Desa hasil pengecekan
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah
berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak

dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana

1
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dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan

data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (5) dalam melakukan penghitungan rincian Dana

Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 55

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di

tahun anggaran 2021 dan/atau Desa yang mengalami

bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana

Desa sebagai berikut:

a. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa

berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh bupati/wali

kota kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik

dan Dana Desa berupa:

Ls

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran 2021;
laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat

Desa tahun anggaran 2021; dan

. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua
belas dan/atau perckaman realisasi pembayaran

tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021; dan

b. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa

berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh kepala Desa

kepada bupati/wali kota berupa:

1,

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran 2021;

. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat

Desa tahun anggaran 2021; dan

data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas
dan/atau data realisasi pembayaran tambahan BLT

Desa tahun anggaran 2021.
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Pasal 56

Dalam hal terdapat risiko rendahnya penyaluran Dana
Desa, Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan
batas waktu penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) dan batas
waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat
(4).

Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan
yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyaluran

Dana Desa diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan.

Pasal 58

Ketentuan mengenai:

a.

rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 tahun anggaran
2022;

contoh format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan
ayat (2);

contoh format laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2);
contoh format laporan konvergensi pencegahan stunting
tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2);
contoh format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (11);

contoh format surat pengantar sebagaimana dimaksud

Pasal 18 ayat (14);
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g. contoh format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6); dan

h. contoh format surat pernyataan tanggung jawab mutlak
permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59
Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan
Menteri ini tetap berlaku, sepanjang diamanatkan dan tidak

bertentangan dengan Undang-Undang mengenai APBN.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelolaan

Dana Desa tahun anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa; dan

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan Dampaknya sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 /2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dan Dampaknya.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222 /PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1424

Salinan sesuai dengan aslinya
. Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian ﬁdmjnistrasi Kementerian

i
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{dalam ribuan rupiah]

ALOKASI ALOKASI ALOKASI ALOKASI
NE) Rl NAMADRESA DASAR FORMULA AFIRMASI KINERJA L
1) 2] 3] (€] 5] o) 7] B[ G6 7]
184 13511202007 |Sumber Tengah 665,508 671,574 0 0 1,337,082
185 3511202008 |Bendelan 603,117 532,050 0 0 1,135,167
186 |3511212001 |Taman 665,508 520,471 0 0 1,185,979
187 |3511212002 |Gentong 665,508 452,877 0 0 1,118,385
188 13511212003 |Kemuningan 603,117 309,418 0 0 912,535
189 13511212004 |Trebungan 540,725 204,682 0 0 745,407
190 |3511212005 [Sumberkokap 603,117 327,531 0 0 930,648
191 |13511212006 |Paguan 603,117 263,440 0 0 866,557
192 13511212007 |Kretek 603,117 283,803 0 ] 886,000
193 13511222001 |Lumutan 727,900 376,029 0 0 1,103,929
194 13511222002 |Botolinggo 727,900 652,163 0 0 1,380,063
195 [3511222003 |Lanas 665,508 V58,748 0 0 1,424,256
196 |3511222004 |Penang 603,117 415,415 0 0 1,018,532
197 13511222005 |Gayam 665,508 419,707 0 0 1,085,215
198 13511222006 |Klekehan 603,117 305,612 0 0 908,729
199 13511222007 |Sumber Canting 665,508 599,082 1] 0 1,264,590
200 |3511222008 |Gayam Lor 603,117 271,122 0 0 874,239
201 |3511232001 |Jambesari 727,900 924,195 0 241,900 1,894,001
202 13511232002 JJambeanom 727,900 489,161 0 0 1,217,061
203 [3511232003 |Pucanganom 665,508 413,408 0 0 1,078,916
204 |3511232004 |Sumbereruk 603,117 368,196 0 0 971,313
205 |3511232005 |Tegalpasir 603,117 203,423 0 0 806,540
2006 |3511232006 |Pengarang 727,900 Go0,814 0 241,906 1,630,620
207 |3511232007 |Grujugan Lor 727,900 931,947 0 241,906 1,001,753
208 3511232008 |Pejagan 603,117 300,002 0 0 903,119
200 |3511232009 [Sumber Anvar 603,117 253.747 0 241,906 1,098,770
L |3512 Kab. Situbondo £8,159,048 44,590,358 0 4,838,120 137,587,526
1 |3512012001 [Pategalan 603,117 339,623 0 0 942,740
2 3512012002 |Semambung 005,508 357,164 0 i 1,022,672
3 |3512012003 [Sumberanyar 603,117 212,424 0 0 815,541
4 [3512012004 |Jatibanteng 065,508 251,197 ] 0 916,705
5 (35312012005 |Curahsuri 603,117 217,181 0 0 $20,2098
6 [3512012006 |Wringinanom 603,117 193,648 0 0 796,765
7 3512012007 |Kembangsari 603,117 353.413 0 0 956,530
8 3512012008 |Patemon 603,117 277,328 0 1] 880,445
9 |3512022001 [Widoropayung 665,508 519 467 0 0 1,184,975
10 [3512022002 |Sumberejo 603,117 269,101 0 0 872,218
11 3512022003 |Jetis 727,900 507,617 0 0 1,235,517
12 13512022004 |Blimbing 727,900 535,016 0 0 1,263,816
13 [3512022005 |Langkap 603,117 354,255 0 0 957,372
14 13512022006 |Bloro 665,508 326,153 0 0 991,661
15 |[3512022007 |Pesisir 727,900 713,584 0] 241,906 1,683,390
16 |3512022008 [Kalimas 727,900 380,827 0 0 1,117,727
17 3512022009 |Besuki 790,201 1,276,714 ] 0 2,067,005
18 |3512022010 |Demung 665,508 267,803 0] 0 933,311
19 |3512032001 |Cemara 603,117 276,901 0 4] 880,018
20 |3512032002 |Mojodungkul 340,725 225610 4] 0 766,335
21 3512032003 [Gunung Malang 665,508 405,341 4] 0 1,070,849
22 (3512032004 |Gunung Putri 665,508 626,103 0 0 1,291,611
23 3512032005 [Suboh 665,508 311,162 0 0 976,670
24 (3512032006 |Dawuan 665,508 275,972 0 241,906 1,183,386
25 13512032007 |Buduan T27.900 475,490 4] 0 1,203,390
26 |3512032008 [Ketah H65,508 326,062 1] 241,906 1,233,476
27 3512042001 |Alas Bayur 603,117 199,320 0 0 802,437
28 3512042002 [Sumberanyar 603,117 221,596 4] 241,906 1,066,619
29 13512042003 [Campoan 603,117 228,277 0 0 831,394
30 13512042004 |Trebungan 665,508 271,348 0 0 936,856
31 3512042005 |Sumber Pinang 665,508 188,986 0 0 854,494
32 |3512042006 |Selomukti 727,900 485,670 0 0 1,213,570
33 [3512042007 [Mlandingan Kulon 605,508 223,035 1] 0 888,543
34 |3512052001 |Bugeman 665,508 266,218 0 0 931,726
35 |3512052002 |Kendit T27,900 287,989 4] 0 1,015,889
36 |3512052003 |Balung 665,508 427,063 0 ] 1,092,571
37 13512052004 |Tambak Ukir 665,508 344,420 0 0 1,009,928
38 3512052005 |Rajelowesi 603,117 278,085 0 0 281,202
39 |3512052006 |Kukusan 603,117 184,640 0 0 TRT, 757
40 |3512052007 |Klatakan 727,900 483,279 0 0 1,211.179
41 3512062001 |Paowan 727,900 385,023 0 0 1,112,923
42 3512062002 |Sumberkolak 700,291 531,008 0 ] 1,321,200
43 13512062003 |Wringinanom 727,900 239,144 0 0 967,044
44 |3512062004 |Kilensari 790,291 461,736 0 0 1,252,027
45 3512062005 |Peleyan 665,508 213,407 0 0 878,915
46 |3512062006 |Alasmalang 665,508 167,234 1] 0 832,742
47 13512062007 |Duwet 665,508 196,882 0 0 862,390
48 3512062008 |Gelung 665,508 170,770 4] 0 836,278
49 13512072001 Kalihago 1 665,508 200,756 ] 0 965,264
50 3512072004 [Kotakan 727,900 313.076 0 (4] 1,040,976
al 3512072005 |Talkandang 727,900 358,562 0 0 1,086,462
52 |3512072006 [Dlean 727,900 410.243 1] 241,906 1,380,049
53 |3512082001 |Sliwung 603,117 295,384 0 0 898,501
54 |3512082003 |Baittal 603,117 258,901 0 0 862,018
55 [3512082004 |Klampokan 665,508 250,180 0 0 915,688
56 3512082005 [Juglangan 665,508 222,585 0 1] 588,093
57 |35120820006 |Panji Kidul 665,508 302,428 1] 241,906 1,200,842
58 |3512082008 |Panji Lor 665,508 219,444 1] 0 884,952
59 |3512082009 |[Tokelan 603,117 179,243 0 241,906 1,024 266
60 3512082010 |[Curah Jeru 790,291 372,901 0 0 1,163,192
61 3512082011 [Tenggir 727,900 425,225 0 0 1,153,125
62 13512082012 [Kayu Putih 603,117 228,754 ] 0 831,871
63 |3512092001 |Tanjung Glugur 665,508 190,115 0 241,906 1,007,529
64 3512092002 [Manpgaran 665,508 173,479 0 0 B3R 087
65 |3512092003 |Tanjung Kamal 727,900 320,115 0 i) 1,048,015
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(dalam ribuan rupiah)

" ALOKASI ALOKASI ALOKASI ALOKASI
e RODE, NAMADESA DASAR FORMULA AFIRMASI KINERJA T,
(1] 2 13) ] 15] 16} (7] ([B]=(H]+{5) D)+ (7]
66 |3512002004 |Semiring 665,508 301,303 4] 4] 966,811
67 |3512002005 |Tanjung Pecinan 727,900 281,457 4] 1] 1,009,357
68 [3512092006 |Trebungan T27.900 585.040 0 4] 1,312,940
69 [3512102001 |Kandang 665,508 331,027 [4] 1] 906,535
7O 13512102002 [Curah Cotok 603,117 200,964 4] [t} 504,081
71 3512102003 [Peleyan 665,508 254,678 4] [1] 020,186
72 3512102004 [Wonokovo 603,117 207,254 4} 4] 810,371
73 3512102005 |Seletreng 727,900 337,152 0 0 1,065,052
74 13512102006 |Landangan 665,508 238,665 0 4] 804,173
75 |3512102007 |Kapongan 603,117 144,977 1] 0 748,094
7613512102008 |Kesambirampak 727.900 206,385 0 241,906 1,176,191
T7 13512102009 |Gebangan 665,508 265,080 1] 930,588
78 |3512102010 |Pokaan 665.508 235,661 0 0 901,169
79 13512112001 |Kayumas 727,900 509,075 [1] 1] 1,236,975
80 3512112002 |Bayeman 603,117 211,487 0 0 814,604
81 3512112003 |Ketowun 727,900 383,326 0 1] 1,111,226
82 13512112004 |Kedungdowo 665,508 201,341 0 0 956,849
83 |3512112005 |Jatisari 727,900 645,788 0 1] 1,373,088
84 3512112006 |Curah Tatal 727,900 487,440 0 0 1,215,340
85 |3512112007 |Arjasa 565.508 216,606 0 0 882,114
86 3512112008 |Lamongan 665,508 255,515 [4] 0 921,033
a7 3512122001 |Sopet 727,900 508,605 4] 0 1,236,505
88 3512122002 |Curah Kalak H03,117 154,344 0 0 757,461
89 |3512122003 [Palangan 727,000 350,939 0 0 1,078,839
00 |3512122004 |Jangkar 727 900 525,883 0 0 1,253,783
91 3512122005 |Gadingan 603,117 163,467 0 0 766,584
92 35121220006 |Kumbangsari 603,117 200,483 0 [t} 803,600
93 |3512122007 |Pesanggrahan 603,117 213,924 0 0 817,041
94 3512122008 |Agel bb5,508 354,023 O 0 1,019,531
95 |3512132001 |Kedunglo 665,508 395,769 0 0 1,021,277
096 3512132002 |Bantal 665,508 351,728 o 241,906 1,259,142
97 [3512132003 |Awar-awar 665,508 210,589 4] 0 876,007
98 (3512132004 |Parante 605,508 301,449 0 241,906 1,208,863
99 13512132005 |Trigonco 727,900 132,798 0 0 910,698
100 [3512132006 |Kertosari 665,508 287,570 0 0 953,078
101 |3512132007 [Mojosari 665,508 320,036 0 0 085,544
102 |3512132008 |Asembagus 727,900 342,905 0 241,906 1,312,711
103 |3512132009 |Gudang 665,508 199,081 0 0 264,589
104 |3512132010 |Wringin Anom 727,800 306,328 0 0 1,034,228
105 (3512142001 |Wonorejn 727,900 212,030 ] 0 939,930
106 (3512142002 |Sumberanyar 790,291 1,251,692 0 241,906 2,283,889
107 |3512142003 |Sumberejo 790,291 441,099 0 241,906 1,473,206
108 13512142004 |Banyuputih 727,900 398,957 0 0 1,126,857
109 13512142005 |Sumberwaru 727,900 504,636 0 0 1,232,536
110 (3512152001 |Tamankursi 603,117 312,831 0 241,906 1,157,854
111 |3512152002 |Sumberargo 603,117 235,494 0 0 838,611
112 3512152003 |Tamansari 665,508 487,651 0 0 1,153,159
113 |3512152004 |Kalirejo 605,508 515,403 0 1] 1,180,911
114 13512152005 |Baderan 603,117 373,621 0 241,906 1,218,644
115 |3512152006 |Alastengah 003,117 316,691 0 0 919,808
116 |3512152007 |Taman 603,117 328,440 0 0 931,557
117 3512152008 |Tlogosari 727,900 785,530 0 241,906 1,755,336
118 |3512152009 |Plalangan 665,508 509,044 0 0 1,224,552
119 |3512162001 |Lubawang 665,508 425,711 0 0 1,091,219
120 13512162002 |Kalisari 665,508 413,593 0 0 1,079,101
121 13512162003 |Tepos 540,725 231,245 8] 0 771,970
122 3512162004 |Selabanteng 003,117 207,861 0] 0 10,978
123 [3512162005 |Banyuglugur 603,117 197,816 0 241,906 1,042,839
124 |3512162006 |Telempong 540,725 156,805 0 0 697,530
125 |3512162007 |Kalianget 727,900 752,530 0 0 1,480,430
126 |3512172001 |Patemon 603,117 272,966 0 0 876,083
127 13512172002 |Sumbertengah 665,508 286,276 0 0 951,784
128 13512172003 |Selowogo 665,508 355,279 0 241,906 1,262,693
129 13512172004 |Mlandingan Wetan 065,508 252,922 0 0 918,430
130 3512172005 |Bungatan 665,508 307,021 1] 0 972,529
131 |3512172006 |Bletok 603,117 213,970 0 241,906 1,058,993
132 13512172007 |Pasir Putih 665,508 322,525 0 0 Q88,033
M |3513 Kab. Probolinggo 209,115,162 182,941,172 0 11,853,394 403,909,728
1 [3513012001 |Ngadisan 540,725 144,827 0 0 685,552
2 (3513012002 |Wonotoro 540,725 120,193 0 0 660,918
3 |3513012003 |Jetak 540,725 133,963 0 0 674,688
4 [3513012004 |Ngadas 340,725 158,645 ] 4] 0699 370
5 |3513012005 |Ngadirejo 540,725 390,411 0 0 931,136
6 |3513012006 |[Sariwani 540,725 222,788 0 241,906 1,005,419
¥ |3513012007 |Wonokerto 540,725 194,783 0 4] 735,508
8 [3513012008 |Sapikerep 603,117 356,673 ] 241,906 1,201,696
9 [3513012009 |Sukapura 665,508 433,252 0 [4] 1,098,760
103513012010 |Pakel 603,117 390,899 0 241,906 1,235,922
11 3513012011 |Kedasih 603,117 469,416 0 241,906 1,314,439
12 |3513012012 |Ngepung 603,117 285,760 0 Q 888,877
13 (3513022001 |Ledokombo 603,117 398,531 0 4] 1,001,648
14 |3513022002 |Pandansari 665,508 965,817 (] 0 1,634,325
15 [3513022003 |Sumber 727,900 964,401 0 241,906 1,934,207
16 3513022004 [Wonokerso 603,117 345,165 0 0 048,282
17 3513022005 [Gemito 603,117 592,178 ] 0 1,195,295
18 (3513022006 |Tukul 603,117 656,168 0 0 1,259,285
19 |3513022007 |Sumberanom 540,725 310,316 0 0 851,041
20 3513022008 |Cepoko 665,508 704,149 0 0 1,369,657
21 3513022000 |Remba'an 240,725 358,213/ 0 0 398,938
22 3513032001 |Wonoasri 603,117 681,629 0 241,906 1,526,652
23 13513032002 [Jatisari 665,508 1,142 238 8] 4] 1,808,246
24 13513032003 |Kedawung 727,900 1,451,657 0 0 2,179,557
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B. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT).......(1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama B b e o A R R e (2)
Jabatan :  Bupati/Wali Kota.....ccoiorreeremmenrrommmscssnseninmenases (3)
Alamat I - A T S B (4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa
Dengan ini memberikan Kuasa kepada:
Nama :  Kepala KPPN ..ccvisimmsnamiaimsssssmssisisvovesns (5)

Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa

Alamat B e S A R S R R R S R (6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan
Dana Desa tersebut berdasarkan permintaan penyaluran yang diajukan oleh
Pemerintah Daerah kepada Rekening Kas Desa sebagaimana Daftar Rekening
Kas Desa terlampir.

SQurat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran.........cooevveeciiininn (7)
................................. . Tanpgal censsnmsinssos(B)
Cap Materai
Dinas WAl e (9)
............................................................................ (10)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi kop surat kabupaten/Kkota tersebut
(2) Diisi nama pemberi kuasa

(3) Diisi nama kabupaten/kota pemberi kuasa

(4) Diisi alamat pemberi kuasa

(5) Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa

(6) Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa

(7) Diisi tahun anggaran berjalan
(8) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9) Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)

(10) Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)
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PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

NOMOR

URAIAN ISIAN

1

Kolom (1) diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes

2

Kolom (2) diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
menggunakan Dana Desa

Kolom (3) diisi dengan uraian keluaran. Contoh: Pembangunan Jalan

Kolom (4) diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan
satuan keluaran. Contoh: 500 meter

Kolom (5) diisi dengan cara pengadaan. Contoh: swakelola, kontraktual

Kolom (6) diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah

Kolom (7) diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah

W= W

Kolom (8) diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan
Rupiah

Kolom (9) diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan
sebagai berikut:

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung
sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto

b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:

- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar
belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar
30%;

- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan
konfirmasi pengajar, sebesar 50%;

- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%

10

Kolom (10), (11), dan (12) dalam rangka pelaksanaan program cash for work
yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa.

11

Kolom (13) dan (14) dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial
program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat
yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.

12

Kolom (15) diisi dengan keterangan. Contoh: berapa keluaran yang telah
terlaksana (kuantitas)
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D. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

DESA

KABUPATEN

KECAMATAN :
TAHUN

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

JUMLAH TOTAL IBU HAMIL ANAK 0 - 23 BULAN
SASARAN RUMAH TANGGA GIZI KURANG/
1.000 HPK B SRR A GIZI BURUK/ STUNTING
JUMLAH
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)
SASARAN JUMLAH TOTAL HIJAU KUNING MERAH
ANAK USIA 0 - 23 BULAN (NORMAL) (RESIKO STUNTING) (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK
SASARAN INDIAKTOR JUMLAH %
1 | PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN
2 | MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI
3 | 1BU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI
SRl 4 | MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI
5 | IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN
6 | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN
7 | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK
8 | MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
1 | ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP
2 | DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN
3 | DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN
4 | ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN EARELARY TOTAL
cf:gg‘égﬂ’; 5 | KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING
(0-2 TAHUN) | 6 | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN
7 | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK
8 | ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN
9 | ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR
10 | ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)
}z‘ﬂiﬁm 1 | ANAK =2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

JUMLAH INDIKATOR

TINGKAT KONVERGENSI

NO

SASARAN

YANG DITERIMA

SEHARUSNYA
DITERIMA

i

IBU HAMIL

2

ANAK 0-23 BULAN

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA

TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO

BIDANG /KEGIATAN

TOTAL
ALOKASI DANA

KEGIATAN
KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING

ALOKASI DANA

% (PERSEN)

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

“
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F. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT)....... (1)

............... I

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

di
Tempat
SURAT PENGANTAR
NOMOR :cinsvsisiseivwes (3)
No. Uraian Jumlah Dokumen Keterangan®)

1. |Bersama  ini disampaikan Dilampiri dengan
dokumen persyaratan kertas kerja
penyaluran BLT Desa 1 berkas (worksheet)
bulan....s.d. bulan..../Dana penghitungan
Desa tahap .......... (4)*), dengan rincian Dana
rincian sebagai berikut: Desa setiap Desa

B e s A (5); hasil cetakan
o e e e aplikasi Online
c. Dst Monitoring
Sistem
Perbendaharaan
dan Anggaran
Negara (OMSPAN)
yang
ditandatangani
oleh
penandatangan
surat pengantar

2. | Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan
dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung
jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang
disampaikan.

Tempat, Tanggal
............................................................................. (6)
.............................................................................. (7)
............................................................................ (8)

*) Dipilih salah satu penyaluran BLT Desa atau Dana Desa di lnar BLT Desa
*#*) Khusus tahap [
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi kop surat Pemerintah Daerah tersebut

(2) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat

(3) Diisi nomor pembuatan surat

(4) Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran

(5) Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan
tahapannya

(6) Diisi jabatan penanda tangan
(paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan
bupat/wali kota)

(7) Diisi tanda tangan
(paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan
bupat/wali kota)

(8) Diisi nama penanda tangan

(paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan
bupat/wali kota)




- 899 -

. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI
REKENING KAS DESA

(KOP SURAT) ....... (1)

Telah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal
terima Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupati/wali kota
dari
Untuk Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2022
keperluan KD DA e R s cvacemm o i oo e s s B TR O SoRAA (2)
Dengan
rincian
TAHAP TANGGAL DITERIMA JUMLAH LARERANG
(dengan huruf)
(3) (4) (5) (6)
Dana tersebut telah diterima pada :
Nomor REKENING 1 it et e s s (7)
WA REEBAINE = 0 ceumsmmimsomermrsmrsssmmnny ot s e bn s s s semis s s o S04 TS0 S S0 AV S0 o AT WS (8)
erenry: @ 272151 S R O T 9)
.............................. i PEHEEHL e A}
............................................................................... (11)
Cap Materai
Dinas Rp.10000,~ ............................... (12}
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PETUNJUK PENGISIAN

LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA

DI REKENING KAS DESA

NOMOR

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi kop surat Desa tersebut

(2) Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa

(3) Diisi tahapan penyaluran

(4) Diisi tanggal dana diterima

(5) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)

(6) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)

(7) Diisi nomor rekening penerima dana

(8) Diisi nama rekening penerima dana

(9) Diisi nama bank penerima dana

(10) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat

(11) Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)

(12) | Diisi tanda tangan (kepala Desa)

(13) Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)
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H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

................................................................................................................

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e (2)
Jabatan : Kepala Desa ......ccccevvvnen. (3)
BIEEE B i e Tt (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Désd swvasininss (5) yvang diajukan permintaan untuk dikecualikan dari

perhitungan sisa Dana Desa benar-benar mengalami bencana alam.

2. Akibat bencana alam tersebut, terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp........ (6)

(dengan huruf) yang tidak dapat dilaporkan penggunaannya atau hilang.

3. Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan
berakibat menimbulkan kerugian pada negara, kami Dbersedia

mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

................ [Tk cmssivsssoesiens
Kepala Desa uaswussnyasaiss (8)
METERAI
Rp10.000
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PETUNJUK PENGISIAN
NOMOR URAIAN ISIAN
1) Diisi kop surat Desa tersebut
@) Diisi dengan nama Kepala Desa
(3) Diisi dengan nama Desa tempat menjabat

(4) Diisi dengan alamat tempat tinggal Kepala Desa

(5) Diisi dengan nama Desa

(6) Diisi dengan jumlah Dana Desa

@) Diisi nama Kota dan tanggal penandatanganan
(8) Diisi dengan nama Desa

(9) Diisi nama Kepala Desa

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b. : -
Plt. Kepala Bagian ﬁdmingstrasi Kementeri

0213 199703 1001



